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A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna segalanya telah diatur dan dibimbing
olen Allah swt. baik dalam rangka membina hubungan hamba dengan Tuhan
sebagai pemelihara sekalian alam, maupun antara sesama hamba, atau hubungan
hamba dengan alam lingkungan. Salah satu aturan tersebut adalah aturan
mengenai kehidupan masyarakat dalam membentuk Ibadah Zjtima’iyah (ibadah
sosial) berupa wakaf. Allah swt. juga telah mensyari‘atkan ajaran wakaf ini dalam
beberapa ayat al-Quran. Di antaranya terdapat dalam QS. Ali Imran ayat 92, yaitu

sebagai berikut:
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"Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum
kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu

infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya ™’

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab. Asal kata wagofa berarti menahan
atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdri. Kata Waqofa-Yagifu-Waqgfan

sama artinya dengan Habasa-Yahbisu-Tahbisan.?

"Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerin Agama
Republik Indonesia, QS. Ali Imron/3:92.



Adapun wakaf menurut istilah syariat adalah penahanan pokok dan
pengembangan buah. Maksudnya, penahanan terhadap harta dan penggunaan

manfaat-manfaatnya di jalan Allah.?

Sedangkan dalam buku-buku fikih, para ulama berbeda pendapat dalam
memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda
pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fikih adalah sebagai

berikut:

1. Menurut Imam Abu Hanifah wakaf yaitu menahan suatu benda yang menurut
hukum tetap milik si waqif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk
kebajikan. Definisi tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf
masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wagif itu sendiri. Dengan kata
lain, kepemilikan harta wakaf masih menjadi hak wagif, bahkan wagqif
diperbolehkan menarik kembali dan menjualnya. Jika si waqif meninggal
maka harta wakaf tersebut menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, jadi
yang timbul dari wakaf tersebut hanyalah “menyumbangkan manfaat™.*

2. Menurut madzhab Maliki, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan
dari kepemilikan wagqif, akan tetapi wakaf hanya mencegah waqif melakukan
tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada

yang lain dan wagqif memiliki kewajiban menyedekahkan manfaatnya serta

tidak boleh menarik kembali wakafnya. Maka dalam hal ini harta wakaf

2Wahbah al Zuhaili, al Figh al Islami wa Adillatuhu, jld. 10, terj. Abdul Hayyie al
Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 269.

3Sayid Sabig, Fikih Sunnah, jld. 3 (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995), hal. 378.

“M.Attoillah, Hukum Wakaf, Cetakan Pertama (Bandung: Yrama Widya, 2014), hal. 7.



tersebut mencegah wagqif menggunakannya selama masa tertentu sesuai
dengan ikrar wagif ketika mengucapkan akad (sighat). Jadi pada dasarnya
perwakafan ini berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh
disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).’

3. Imam Syafi’i dan imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa wakaf adalah
melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wagqif, setelah sempurna
prosedur perwakafan. Maka dalam hal ini wakaf secara otomatis memutuskan
hak pengelolaan yang dimiliki oleh wagif untuk diserahkan kepada nadzir
yang dibolehkan oleh syariah, dimana selanjutnya harta wakaf itu menjadi

milik Allah.®

Perbedaan pendapat tersebut didasari oleh status kepemilikan harta wakaf.
Apakah wakaf tersebut tetap menjadi milik waqif atau bisa dipindahkan hak
miliknya atau diwariskan. Terlepas dari perbedaan definisi-definisi tersebut dapat
ditarik suatu kesimpulan bahwa wakaf adalah penahanan suatu hak milik oleh
pihak yang berwakaf, menyedekahkan segala manfaat dari hasil harta tersebut

dalam rangka mencari keridhoan Allah.

Bila dilihat dari kekuatan hukumnya, wakaf merupakan ajaran yang
bersifat Sunnah (anjuran), namun wakaf dapat dipergunakan sebagai salah satu
sarana guna menunjang kemajuan dalam kehidupan masyarakat terutama umat

Islam, baik dalam bidang keagamaan maupun bidang kemasyarakatan lainnya.

®Ibid, hal. 7.

®Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam
Departemen Agama RI, Figih Wakaf (Jakarta: Februari, 2007), hal. 2-3.



Namun praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum
sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda
wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar, beralih ke tangan pihak
ketiga atau ke tangan ahli waris dengan cara melawan hukum. Hal tersebut terjadi
karena kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan
mengembangkan harta benda wakaf atau kurangnya rasa peduli atau memahami
dari masyarakat itu sendiri terhadap harta benda wakaf yang seharusnya dijaga
dan dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan

peruntukan wakaf.’

Pada dasarnya wakaf adalah memanfaatkan benda yang diwakafkan.
Sedang benda asalnya tetap tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Akan
tetapi apabila benda wakaf tersebut tidak lagi bisa bermanfaat atau tidak maksimal
untuk diambil manfaat atau demi kepentingan yang lebih luas menuntut untuk
melakukan perubahan atas harta benda wakaf tersebut. Maka dalam menyikapi hal

ini para imam mazhab berbeda pendapat.

Tentang perubahan status, penggantian benda dan tujuan wakaf, sangat
ketat pengaturannya dalam mazhab Syafi’i. Namun demikian, berdasarkan prinsif
maslahah dan keadaan darurat, di kalangan para ahli hukum (fikih) Islam mazhab
lain, perubahan itu dapat dilakukan. Ini disandarkan pada pandangan agar manfaat
wakaf itu tetap terus berlangsung sebagai shadagah jariyah, tidak mubazir karena

rusak, tidak berfungsi lagi dan sebagainya. Pada hakikatnya dengan perubahan itu,

’Siah Khosyi’ah, Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Figh dan Perkembangannya di
Indonesia (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hal. 215.



status benda itu sebagai harta wakaf tidaklah berubah. Misalnya, memindahkan
bangunan ke tempat lain atau menukar suatu bangunan dengan bangunan di
tempat lain karena tidak dapat lagi dimanfaatkan pada hakikatnya tidaklah
mengubah status wakaf.® Semua itu pada dasarnya bertujuan untuk melestarikan

manfaat benda wakaf sehinggga tetap bisa diambil manfaatnya oleh mauquf alaih.

Imam al Syafi’i melarang merubah peruntukan harta benda wakaf. Imam al
Syafi’i memahami bahwa harta yang telah diwakafkan tidak boleh dijual,
dihibahkan dan diwariskan. Dari hal itu mengindikasikan bahwa harta benda yang
telah diwakafkan tidak boleh dirubah peruntukannya.” Pendapat ini didasarkan

pada hadits berikut ini:
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“Telah mengkabarkan kepada kami dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari
Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi’ dari Ibnu Umar, ia berkata: “Umar
mendapat sebidang tanah di Khaibar kemudian ia menghadap Nabi saw., untuk

meminta petunjuk tentang pengelolaannya, katanya :’wahai Rasulullah Saya
memperoleh sebidang tanah di Khaibar, belum pernah saya mendapat harta

8Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta: Penerbit
Universitas Indonesia (Ul-Press), 1988), hal. 93.

®Muhammad bin Idris al Syafi’i, al Umm, jld. 4 (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1990), hal.
61.

OAl-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Al-Umm, Juz IV (beirut: Dar
al-Kutub al-l1Imiah) hal. 54. Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al- Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi,
Shohih Muslim, Juz 3 (Mesir: Tijariah Qubra), tth, hal. 83-84.



sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah
menjawab: Apabila engkau suka, maka tahanlah asal bendanya dan
sadaqahkanlah  hasilnya  (manfaatnya)”. Kemudian Umar  melakukan
menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli,
diwaris, atau dihibahkan. Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang
fakir, kaum kerabat, budak belian, orang-orang yang berjuang di jalan Allah
(sabilillah), orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan (ibnu sabil) dan
tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurusi harta wakaf tersebut makan
dari hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya dengan
tidak berlebihan (dalam batas kewajaran).

Hadis dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun
dari Nafi’ dari Ibnu Umar dinyatakan shahih, demikian tercantum dalam kitab Fi

Takhrij al-Hadits karya Muhammad Nasirud-Din al-Albani.!!

Dari hadis di atas Nabi memerintahkan Umar untuk menahan asal benda
tersebut dan menyedekahkan hasilnya. Dapat disimpulkan bahwa pernyataan Nabi
tersebut terdapat dua prinsif yang membingkai tasyri’ wakaf yakni , prinsip

keabadian (ta 'bidu ashli), dan prinsip kemanfatan (tasbilul manfaah).

Berdasarkan hadits tersebut Imam Syafi’i melarang adanya perubahan
terhadap harta benda wakaf. Indikasi larangan tersebut didasarkan pada
pernyataan la yuba'u ashluhu wa la yutba’v wa la yurasu wa la yuhabu (tidak

boleh dijual, dibeli, diwariskan, dan dihibahkan).

Imam al Syafi’i mempertegas pendapat tersebut dalam pernyataan berikut

ini:

""Muhammad Nasirud-Din al-Albani, Irwaghalil Fi Tahrij al-Hadis, Juz 6 (Beirut:
Maktabah al-Islami), hal. 30.
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“Imam al Syafi’i berkata: orang yang mempunyai pernyataan ini menyangka
bahwasanya ketika seorang laki-laki menyedekahkan sesuatu untuk masjid maka
hal itu diperbolehkan dan laki-laki tersebut tidak boleh menarik kembali sesuatu
yang disedekahkan tadi untuk menjadi miliknya, benda tersebut berubah menjadi

sedekah wakaf bagi siapapun yang shalat di masjid. Karena harta yang telah
diwakafkan berpindah kepemilikan menjadi milik Allah.”

Jadi, menurut Imam Syafi’i benda yang sudah diwakafkan tidak boleh
diubah, baik yang menyangkut masalah peruntukan atau penggunaan lain dari
yang telah ditentukan saat ikrar wakaf. Seperti dijual, dihibahkan atau diwariskan
dan tindakan-tindakan hukum lain yang bersifat peralihan hak atas benda wakaf.
Karena benda yang sudah diwakafkan status kepemilikannya sudah berpindah
menjadi milik Allah swt. yang pemanfaatannya diberikan kepada seluruh umat

Islam.

Adapun ulama mazhab yang membolehkan tentang perubahan status,
penggantian benda dan tujuan wakaf berdasarkan keadaan darurat dan prinsip
maslahat yaitu Imam Hanafi. yang mana lebih relevan jika diterapkan pada zaman
sekarang, karena untuk zaman sekarang banyak harta wakaf yang sudah tidak

maksimal dalam pemanfaatannya.

Menurut pendapat Abu Hanifah maka harta yang diwakafkan menurut
mazhab ini tetap berada pada milik wakif dan boleh ditarik kembali oleh si wakif.

Jadi harta itu tidak berpindah hak milik, hanya hasil manfaatnya yang

2Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Op.Cit., Hal.62



diperuntukkan pada tujuan wakaf. Dan boleh pula menjualnya, karena menurut
Abu Hanifah bahwa wakaf sama halnya dengan barang pinjaman dan
sebagaimana halnya dalam soal pinjam-meminjam, si pemilik tetap memiliki,

boleh menjual dan memintanya kembali, seperti ‘Ariyah.'

Apabila dengan wakaf diartikan dengan menahan harta dan benda itu lepas
dari miliknya, dengan tidak diperbolehkan mentransaksikannya, hal itu sama
dengan sa’ibah, yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Qur’an. Bahwa wakaf
sebagai agad tabarru’ yaitu transaksi dengan melepaskan hak, bukan berarti
melepaskan hak atas benda pokoknya, melainkan yang dilepaskan hanyalah hasil
dan manfaat dari pada benda pokok (asal) yang diwakafkan itu. Seperti wakaf
sawah, bukan sawahnya yang disedekahkan, yang dilepaskan darinya, melainkan
padi atau hasil tanaman atau hasil lain yang dihasilkan dari sawah yang
diwakafkan itu. Karenanya benda pokoknya, seperti sawah pada wakaf sawah,
tetap menjadi milik orang yang mewakafkan dan dia mempunyai hak penuh atas

hartanya itu untuk mentransaksikan harta miliknya itu.'*

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat ulama
bertitik tolak dari pemahaman mereka terhadap makna penahanan asal harta
wakaf bahwa golongan Hanafiyah berpendapat bahwa pengertian menahan asal
harta itu adalah bahwa status kepemilikan benda wakaf tetap berada pada si wakif
tanpa berpindah kepada penerima wakaf, sedangkan yang diberikan itu adalah

manfaat benda tersebut. Oleh sebab itu, yang mesti kekal itu adalah manfaatnya

3Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia (Ciputat: Ciputat pres, 2005), hal. 74.

"41smail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal. 242-244,



bukan bendanya. Namun golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa penahanan asal
harta berarti pengekalan bendanya. Oleh sebab itu, status pemilikan terhadap
benda wakaf berpindah menjadi milik Allah sejak saat diwakafkan, tidak boleh
dilakukan transaksi lagi atas benda wakaf tersebut, baik dengan cara menjual,
menghibahkan ataupun mewariskannya. Dengan demikian, baik benda maupun

manfaatnya mesti dikekalkan untuk tujuan wakaf.

Jadi, meski memiliki kejelasan makna dalam konteks bahasa, di kalangan
para imam mazhab terdapat perbedaan pendapat mengenai harta yang telah
diwakafkan. Perbedaan tersebut antara lain mengenai hakekat kepemilikan
terhadap harta benda yang diwakafkan, dan perubahan peruntukan harta benda

yang telah diwakafkan.

Dari paparan di atas penulis tertarik untuk mengkaji pendapat Imam Syafi’i
dan Imam Hanafi dalam bentuk skripsi, yang mana penulis berusaha membatasi
pembahasan, di mana sesungguhnya pembicaraan tentang wakaf pasti akan luas
cakupannya. Pembahasan hanya dari segi hakikat kepemilikan dan perubahan
peruntukan harta benda yang telah diwakafkan. Adapun judul skripsi penulis yaitu
“Status Kepemilikan Dan Perubahan Harta Benda Wakaf Menurut Mazhab

Hanafiyyah Dan Mazhab Syafi’iyyah”
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana status kepemilikan dan perubahan harta benda wakaf menurut
mazhab Hanafiyyah dan mazhab Syafi’iyyah?

2. Bagaimana metode istinbat Hukum mazhab Hanafiyyah dan mazhab
Syafi’iyyah tentang status kepemilikan dan perubahan harta benda wakaf?

3. Apa saja persamaan dan perbedaan mengenai status kepemilikan dan
perubahan harta benda wakaf menurut mazhab Hanafiyyah dan mazhab

Syafi’iyyah?

C. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan penelitian yang ingin di capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana status kepemilikan dan perubahan harta benda
wakaf menurut mazhab Hanafiyyah dan mazhab Syafi’iyyah

2. Untuk mengetahui bagaimana metode istinbat hukum tentang status
kepemilikan dan perubahan harta benda wakaf menurut mazhab Hanafiyyah
dan mazhab Syafi’iyyah

3. Untuk mengetahui apa saja persamaan dan perbedaan mengenai status
kepemilikan dan perubahan harta benda wakaf menurut mazhab Hanafiyyah

dan mazhab Syafi’iyyah?
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D. Signifikansi Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yakni:

1. Sebagai bahan informasi maupun masukan bagi yang melakukan penelitian
lebih lanjut dalam masalah yang berbeda.

2. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat untuk menjawab pemasalah wakaf
khususnya mengenai status kepemilikan dan perubahan harta benda wakaf.

3. Sebagai bahan khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam
menginterprestasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, dan agar
penelitian ini lebih terarah, maka perlu adanya definisi operasional sebagai

berikut:

1. Status kepemilikan adalah hak kepemilikan maksudnya siapa pemilik benda
wakaf tersebut setelah diwakafkan. Apakah masih menjadi milik wakif atau
kepemikikannya berpindah menjadi milik Allah swt. yang dimanfaatkan
untuk kesejahteraan umum.

2. Perubahan atau bisa disebut juga dengan istibdal/ibdal yaitu mengganti harta
yang diwakafkan dengan yang lain karena ada kemaslahatan atau memang
mesti di ganti.'> Dapat juga diartikan dengan penukaran bentuk dan substansi

benda wakaf yang lama karena rusak sehingga tidak dapat lagi memberikan

5Nazih Hammad, Mujam Al Musthalahat Al Maliyyah Wa Al Igtishadiyyah (Damaskus:
Darul Qalam, 2008), hal. 51.
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manfaat agar tujuan wakaf tetap tercapai atau mengganti dengan benda yang
lebih bermanfaat agar umat dapat menggunakannya dengan maksimal.

3. Harta benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak maupun tidak
begerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai
menurut ajaran Islam.'® Dalam hal ini harta benda wakaf yang di maksud
adalah harta benda yang tidak bergerak.

4. Mazhab berasal dari kata Dzahaba-Mazhaban yang berarti jalan atau tempat
yang dilalui. Mazhab juga berarti pendirian. Sedangkan menurut istilah
berarti “Mengikuti hasil ijtihad seorang Imam tentang hukum suatu masalah
atau tentang kaidah — kaidah istimbatnya”.!” Ada banyak mazhab dalam
agama Islam tetapi yang dimaksud disini adalah Mazhab Hanafiyah dan

Mazhab Syafi’iyah.

F. Kajian Pustaka

Untuk memperjelas masalah yang terjadi, maka diperlukan kajian pustaka
untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Penelitian
terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakuan penelitian
sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji

penelitian yang dilakukan.

1%Dr. Mardani, Figh Ekonomi Syariah, cet. 4 (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 357-358.

7M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab Figih, cet 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
1997), hal 1.
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Penulis mengangkat beberapa referensi dalam memperkaya bahan kajian
pada penelitian penulis yaitu Skripsi yang disusun oleh Muhammad Amin
(092111055). Mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah fakultas Syariah dan
Hukum UIN Walisongo Semarang yang berjudul “Analisis Pendapat Muhammad
Bin Idris Al Syafi’i Tentang Larangan Perubahan Peruntukan Harta Benda
Wakaf”. Pada penelitian ini peneliti membahas tentang larangan perubahan

peruntukan harta benda wakaf hanya berdasarkan pendapat Imam Syafi’i.'®

Skripsi yang disusun oleh lif Abd Latief ST (0801118898). Mahasiswa
jurusan hukum keluarga (Akhwal Al Syakhshiyyah) yang berjudul “Perubahan
Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik Pribadi di Desa Karang Rejo Kecamatan
Jorong Kabupaten Tanah Laut”. Pada penelitian ini peneliti membahas tentang
gambaran praktik perubahan tanah wakaf menjadi hak milik pribadi beserta

faktor-faktor yang melandasinya.'®

Jurnal yang ditulis oleh Sarmo yang membahas tentang praktik tukar
guling wakaf di desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas.

Selain itu itu juga membahas tentang bagaimana pandangan para fukaha mazhab

'8 Muhammad Amin, "dnalisis Pendapat Muhammad Bin Idris Al Syafi’i Tentang Larangan
Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf" (fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo
Semarang, Semarang)2015.

91if Abd Latief ST, “Perubahan Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik Pribadi di Desa Karang
Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut” (fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN
Antasari Banjarmasin, Banjarmasin)2015.
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fikih terhadap masalah tersebut dan pendapat mana yang sesuai dengan Undang-

undang di Indonesia.?°

Berdasarkan penelitian terdahulu dan jurnal yang telah disebutkan di atas,
penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama persis seperti judul
penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai “Status kepemilikan dan
perubahan harta benda wakaf menurut Mazhab Syafi’iyyah dan Mazhab

Hanafiyyah”.
G. Kerangka Teori

Penelitian ini didasari oleh kerangka teori dalam teori hukum Islam. Fungsi
teori tersebut untuk membaca masalah dan menganalisis suatu permasalahan yang
ada pada penelitian. Membaca masalah yang dimaksud adalah kemampuan
menggunakan teori untuk membangun struktur permasalahan agar lebih mudah
dan sistematis untuk diteliti. Sedangkan menganalisis masalah maksudnya

menjadikan teori sebagai pisau analisis terhadap permasalahan yang diangkat.

Adapun teori yang akan digunakan dalam membahas dan menganalisa
permasalahan dalam penelitian ini yaitu teori Maslahah Mursalah. Relevansi
penggunaan teori tersebut dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut,
dalam hal praktik wakaf di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan
efisien. Bahkan tidak  sedikit harta wakaf yang terlantar atau berubah

kepemilikannya ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Hal tersebut

20Sarmo, Hukum Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Perubahan Status
Kepemilikan Tanah Wakaf di desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas).
Vol. 14, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2 (Dec.), 2020.
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bisa disebabkan oleh kelalaian wakif, mauquf alaih, nadzir, atau bahkan
masyarakat sendiri yang kurang peduli atau belum memahami bahwa wakaf harus
di jaga dan dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan fungsi, tujuan

serta peruntukan wakaf.

Perubahan harta benda wakaf pada dasarnya tidak dapat dilakukan. Namun
jika harta benda wakaf tersebut kurang maksimal dalam pemanfatannya atau
sudah tidak bermanfaat lagi. Maka para ulama berbeda pendapat dalam

menentukan hukum.

Al-Qur’an dan sunah sebagai sumber hukum utama tidak mengatur secara
detail dan rinci terhadap segala aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan
hukum.2! Kebijaksanaan Allah swt. terlihat ketika masalah-masalah yang tidak
dijelaskan secara detail dan rinci dalam Al-Qur’an dan sunah tersebut diserahkan
pada orang-orang yang mempunyai keahlian menganalisis dan memecahkan
masalah untuk melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum yang sesuai dengan

kemaslahatan masyarakat dan perkembangan kemajuannya.??

Dalam teori ini dijelaskan bahwa pembentukan hukum tidaklah
dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Artinya

mendatangkan manfaat bagi mereka dan menolak mudarat.

21Syamsyul Anwar, Teori Konfirmitas Dalam Metode Penemuan Hukum Islam Al-Ghazali,
“dalam buku Antalogi Studi Islam (Teori dan Metodelogi), dalam M. Amin Abdullah. DKk. (ed),
(Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hal. 273.

2Masjfuk Zuhdi, Masa’il Figh, Cetakan ke 6, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1993), hal. 190.
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Berbicara tentang kemaslahatan sudah barang tentu tidak terlepas dari
konteks yang mengitarinya. Boleh jadi aspek kemaslahatan disuatu tempat tidak
sesuai jika diterapkan di tempat lain. Karena perubahan sosial yang terjadi di
dalam suatu masyarakat dapat mempengaruhi perubahan hukum. Disinilah
tampak penting kemaslahatan dalam menghadapi persoalan yang tidak ada dasar
hukumnya ataupun ada dasar hukumnya akan tetapi tidak dapat menampung
persoalan yang timbul dalam suatu masyarakat tertentu. Dengan kata lain kalau
disandingkan dengan ilmu hukum, maka teori ini seperti asas-asas penyelesaian
problem normative. Seperti asas penyelesaian konflik norma, penafsiran dalam

kekaburan hukum, dan penemuan hukum dalam kekosongan hukum.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu
proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma,
aturan, asas hukum, prinsif hukum, doktrin hukum, teori hukum dan
kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang
berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai status
kepemilikan dan perubahan harta benda wakaf dari segi pendapat dan istinbat
hukumnya.?? Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan
perbandingan (komparatif) pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan
sistem hukum atau Undang-undang suatu negara dengan Undang-undang dari

satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama termasuk juga terhadap

23Dr. Muhaimin, SH. M. HUM., Metode Peneliian Hukum, (Mataram: Mataram University
Press), hal. 48.
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putusan pengadilan. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan
dan perbedaan masing-masing.>*
2. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum pokok atau bahan hukum
utama dalam penelitian, dalam hal ini untuk memperoleh bahan hukum
mengenai status kepemilikan dan perubaan harta benda wakaf menurut
Mazhab Syafi’iyyah dan Hanafiyyah yaitu Al-Umm untuk mazhab
Syafi’iyyah dan Fathul Qadir untuk mazhab Hanafiyyah.
b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder yaitu data penunjang yang diperoleh dari buku-buku,
kitab-kitab dan media informasi elektronik yang membahas tentang
perwakafan. Bahan sekunder sebagai pendukung terhadap bahan primer yaitu:
Fikih Sunnah oleh Sayyid Sabig, Figh Islam Wa Adillatuhu oleh Wahbah az-
Zuhaili.
c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

bahan hukum yang berupa kamus — kamus dan ensiklopidia.

24Dr. Muhaimin, SH. M. HUM., hal. 57.
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3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data, digunakan teknik berikut:

a. Survei keperpustakaan, vyaitu dengan melakukan observasi di
perpustakaan untuk mengumpulkan sejumlah buku-buku dan kitab-kitab
yang diperlukan yang berkaitan dengan penyusunan penelitian ini.
Adapun yang menjadi tempat survey adalah perpustakaan Fakultas
Syariah UIN Antasari.

b. Studi literature yaitu dengan mempelajari, menelaah, dan mengkaji
sejumlah literatur untuk menemukan data-data yang diperlukan dengan
cara mengambil bab-bab maupun sub bab dari buku yang berhubungan
dengan objek penelitian.

c. Study Komparatif, yaitu dengan melaksanakan penelaahan dan
pengkajian secara mendalam terhadap perbandingan-perbandingan
pendapat yang telah diperoleh, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

4. Analisis Data
Analisi data yang penulis lakukan adalah analisis komparatif yang

bersifat deskriptif kualitatif dimana seluruh data yang ada baik dari bahan

primer dan bahan hukum sekunder diuraikan terlebih dahulu berdasarkan
sistematika yang telah penulis tetapkan dengan mencari persamaan dan
perbedaan antara dua mazhab yaitu mazhab Syafiiyyah dan mazhab

Hanafiyyah tentang status kepemilkan dan perubahan harta benda wakaf.
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I. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri atas lima bab yang disusun secara sistematis

dengan susuna sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan, diuraikan menjadi beberapa sub judul
yaitu sebagai berikut latar belakang masalah yang menerangkan alasan mengenai
pemilihan dari judul yang diteliti. Permasalahan yang tergambar dalam rumusan
masalah, juga tujuan penelitian yang merupakan hasil yang ingin dicapai.
Signifikansi penelitian adalah kegunaan dari hasil penelitian. Definisi operasional
untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian, kajian pustaka ditampilkan
sebagai informasi data adanya penelitian yang terdahulu. Kerangka teori untuk
membaca masalah dan menganalisis suatu permasalahan yang ada pada penelitian.
Metode penelitian sebagai cara atau langkah yang digunakan dalam meneliti
penelitian ini, dan sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara

keseluruhan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum yang menjadi dasar untuk
mengalisis data dan bahan hukum yang diperoleh, mencakup tentang tinjauan

umum mengenai wakaf seperti pengertian, dasar hukum, dan pembahasan lainnya.

Bab ketiga merupakan bahasan mengenai rumusan masalah yaitu tentang
status kepemilikan dan perubahan harta benda wakaf menurut mazhab Hanafiyyah

dan mazhab Syafi’iyyah serta metode istinbatnya.
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Bab Keempat merupakan analisis komparatif mengenai pendapat dan
argumentasi dua mazhab yaitu mazhab Hanafiyyah dan mazhab Syafi’iyyah

tentang ketentuan status kepemilikan dan perubahan harta benda wakaf.

Bab Kelima yaitu penutup. Pada bab ini peneliti menyertakan kesimpulan
terhadap permasalahan-permasalahan yang sudah dibahas pada bab-bab

sebelumnya. Kemudian diakhiri dengan beberapa saran yang akan dipaparkan.
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